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Abstract. Proper archives management is a fundamental requirement in government administration systems to 

ensure the availability of authentic and accountable information. This community service activity aims to improve 

the quality of archives management in the Development and Supervision Sector at the Community and Village 

Empowerment Service of Sidoarjo Regency through technical assistance in archives arrangement. The method 

used was a qualitative descriptive approach with stages including initial condition observation, coordination with 

partners, and implementation of technical actions including document sorting, packaging into boxes, labeling 

with uniform format, and arrangement in storage rooms. The results showed a change in conditions from 

irregularly piled archives to organized archives in labeled boxes with consistent identities, thereby improving 

ease of retrieval and access control of archives. This activity also established new work practices in the form of 

sorting habits, uniform labeling, and recorded lending mechanisms. The implication of this activity is the 

formation of a foundation for a more transparent and accountable archives management system, although it still 

requires improvement through the preparation of archive lists per box and alignment with the official archive 

classification code of Sidoarjo Regency Government. 

 

Keywords: Archives Arrangement; Archives Assistance; Archives Management; Archives Retrieval; Village 

Government Archives. 

 

Abstrak. Pengelolaan arsip yang tertib merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem administrasi pemerintahan 

untuk menjamin ketersediaan informasi yang autentik dan akuntabel. Kegiatan magang ini bertujuan 

meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melalui pendampingan teknis penataan arsip. Metode yang digunakan 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan observasi kondisi awal, koordinasi dengan mitra, dan 

pelaksanaan aksi teknis meliputi pemilahan berkas, pengemasan ke dalam kardus, pelabelan dengan format 

seragam, serta penataan di ruang penyimpanan. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan kondisi dari arsip yang 

menumpuk tidak teratur menjadi tertata dalam kardus berlabel dengan identitas yang konsisten, sehingga 

meningkatkan kemudahan temu kembali dan kontrol akses arsip Kegiatan ini juga membentuk pranata kerja baru 

berupa kebiasaan pemilahan, pelabelan seragam, dan mekanisme peminjaman yang tercatat. Implikasi kegiatan 

adalah terbentuknya dasar sistem pengelolaan arsip yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun masih 

memerlukan penyempurnaan melalui penyusunan daftar arsip per boks dan penyesuaian dengan kode klasifikasi 

arsip resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

Kata Kunci: Arsip Pemerintahan Desa; Penataan Arsip; Pendampingan Kearsipan; Pengelolaan Arsip; Temu 

Kembali Arsip. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengelolaan arsip merupakan komponen krusial dalam sistem administrasi pemerintahan 

yang berfungsi sebagai sumber informasi, alat akuntabilitas, dan bukti pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara dan pemerintahan daerah wajib 

menyelenggarakan kearsipan yang menjamin ketersediaan arsip yang autentik, aman, dan 

akuntabel (Mutmainnah et al., 2020; Wuryatmini et al., 2024). Namun demikian, implementasi 
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pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala teknis dan 

operasional. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada Bidang 

Pembinaan dan Pengawasan, memiliki tanggung jawab mengelola arsip statis berupa 

dokumen-dokumen pemerintahan desa yang telah selesai masa aktifnya, seperti Rencana 

Pembangunan dan Keuangan Desa (RKPDes) dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai lembaga 

yang menaungi ratusan pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo, volume arsip yang dikelola 

sangat besar dan memerlukan sistem pengelolaan yang terstandar dan efisien (Amalia & 

Mursyidah, 2023). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu menjaga atau melestarikan arsip dan 

restorasi arsip sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI No 23 Tahun 2011, namun 

implementasinya di tingkat teknis masih memerlukan pendampingan dan pembinaan intensif 

(Kurniawan & Indrayana, 2025). 

Berdasarkan hasil observasi awal pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa kondisi 

pengelolaan arsip masih menghadapi berbagai kendala teknis. Ruang penyimpanan yang 

tersedia belum memiliki sistem penataan yang optimal, prosedur pengelolaan masih bersifat 

manual, dan penamaan arsip belum mengikuti standar kode klasifikasi yang ditetapkan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kondisi ini berdampak pada proses temu kembali arsip yang 

memakan waktu lama dan berpotensi menghambat efisiensi pelayanan informasi kepada 

pemerintah desa (Indra, 2025; Mulyapradana et al., 2023). 

Permasalahan serupa juga dialami oleh berbagai instansi pemerintah lainnya. Rupida et 

al. (2025) menyebutkan bahwa berbagai instansi masih menghadapi persoalan kearsipan 

seperti kerusakan dokumen, hilangnya arsip, serta kesulitan temu kembali akibat penyimpanan 

yang belum sesuai standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan arsip 

bukan hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo, melainkan merupakan isu umum dalam tata kelola 

kearsipan pemerintah daerah di Indonesia. Sihotang et al. (2024) dalam kegiatan praktik 

magang pengelolaan arsip dinamis inaktif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

melaporkan bahwa kondisi awal pengelolaan arsip masih bersifat manual dan belum dikelola 

sesuai standar, namun setelah dilakukan pendampingan, sekitar 50% dokumen menjadi tertata 

dan terkelola sesuai prosedur sehingga temu kembali arsip lebih mudah. Temuan ini 

menunjukkan bahwa intervensi melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan dapat 

memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan sistem pengelolaan arsip. 
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Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan praktik magang kepada masyarakat ini 

dipilih untuk dilaksanakan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo mengingat volume arsip yang besar dan strategis 

bagi akuntabilitas pemerintahan desa, komitmen kepemimpinan bidang yang ditunjukkan 

melalui sistem keamanan ruang arsip dan mekanisme peminjaman terstandar, serta potensi 

dampak yang luas karena arsip yang dikelola berkaitan dengan seluruh pemerintahan desa di 

Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip 

melalui penerapan sistem penataan sesuai kode klasifikasi arsip, penyusunan daftar arsip yang 

sistematis, peningkatan kapasitas pengelola, dan perbaikan kondisi ruang penyimpanan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Kegiatan praktik magang ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan kondisi pengelolaan arsip di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta 

mendokumentasikan proses perbaikan penataan arsip melalui aksi bersama mitra. Pendekatan 

deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mendeskripsikan fakta di lapangan 

sesuai konteks nyata dengan tetap mempertahankan makna situasi sosial yang diteliti (Juita et 

al., 2025; Waruwu, 2024). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan 

terpilih dengan Teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi 

data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Rifa’i, 2024). 

Praktik magang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sidoarjo, khususnya pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang 

berlokasi di Jalan Pahlawan IX Nomor 173B, Sidoarjo. Subjek dampingan adalah Kepala 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan beserta staf pengelola arsip yang terlibat secara partisipatif 

sejak tahap perencanaan melalui koordinasi awal, pembagian peran, kesepakatan format label 

dengan pola nama berkas, tahun, dan kecamatan, serta penentuan area penataan di ruang 

penyimpanan yang tersedia. Tahapan aksi dilakukan secara berurutan yang dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Flowchart Kegiatan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 

Kondisi awal pengelolaan arsip  

Pelaksanaan praktik magang pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menghasilkan perubahan awal pada 

tata kelola arsip melalui pendampingan teknis penataan arsip. Fokus kegiatan diarahkan untuk 

menjawab kebutuhan mitra terhadap penyimpanan arsip yang lebih tertib, mudah ditelusuri 

saat diperlukan, serta mendukung layanan akses bagi pemerintah desa. Pendampingan 

dilakukan bersama Kepala Bidang dan staf pengelola arsip melalui rangkaian kegiatan 

pemilahan, pengemasan, pelabelan, dan penataan arsip, disertai penguatan alur layanan akses 

arsip. 

Hasil observasi awal menunjukkan arsip pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

tersimpan di ruang gudang berbentuk huruf L. Rak penyimpanan tersedia, namun penataannya 

belum rapi, ruangannya cenderung berdebu dan belum dilengkapi kipas dan tidak adannya 

ventilasi yang memadai. Dari sisi keamanan, akses arsip relatif terkendali karena ruangan akan 

dikunci apabila tidak ada kepentingan. Mitra menyampaikan bahwa berkas yang dikelola 

merupakan arsip yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah desa.  

Pada tahap awal diketahui bahwa identitas kardus arsip belum menggunakan sistem kode 

atau penomoran tertentu, melainkan hanya mengandalkan penulisan identitas sederhana sesuai 

arahan lapangan. Selain itu, belum tersedia daftar arsip per boks yang mencatat isi setiap kardus 

seperti judul berkas, tahun, kecamatan, jumlah berkas, dan lokasi simpan, sehingga ketika 

muncul kebutuhan layanan atau peminjaman, petugas harus membuka rak dan menelusuri 

kardus satu per satu, bahkan memeriksa tumpukan berkas, sampai dokumen yang dicari 

ditemukan. 

 

Gambar 2. Dokumentasi Kondisi Berkas. 
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Gambar 2 memperlihatkan kondisi awal penyimpanan arsip yang masih didominasi 

tumpukan map dan berkas dalam jumlah besar, sebagian tersusun tidak beraturan dan berada 

di area sempit di antara rak dan tumpukan dokumen.  

 

Gambar 3. Dokumentasi Pemilahan Berkas. 

Pada Gambar 3 juga tampak dilakukan pemilahan secara manual dengan cara mengambil 

berkas satu per satu dari tumpukan, memeriksa jenis dokumen, lalu mengelompokkan 

berdasarkan kesamaan berkas sebelum dimasukkan ke dalam kardus. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa proses kerja masih bergantung pada penanganan fisik langsung di tengah tumpukan, 

sehingga berisiko terjadi berkas tertinggal dan terselip serta membutuhkan waktu lebih lama 

ketika pencarian dokumen dilakukan. Oleh karena itu, penataan melalui pengemasan dan 

pelabelan menjadi kebutuhan untuk memudahkan temu kembali dan mencegah berkas tercecer. 

                  

Gambar 4. Kegiatan pelabelan identitas kardus  Gambar 5. Proses pengemasan berkas 
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Dinamika pendampingan dan aksi teknis penataan 

Pendampingan dilakukan bersama Kepala Bidang dan staf melalui rangkaian aksi teknis 

yang berfokus pada pemecahan masalah keteraturan simpan dan kemudahan temu kembali. 

Tahapan yang dilaksanakan meliputi: (1) meminta kardus arsip di sekretariat dinas, (2) 

memilah berkas di gudang bidang, (3) memasukkan berkas terpilah ke dalam kardus, (4) 

memberi nama pada kardus dengan format nama berkas, tahun, dan nama kecamatan sesuai 

arahan pembimbing lapangan, dan (5) menata kardus yang telah terisi ke rak yang sudah 

disediakan. Selain itu, layanan akses arsip tetap berjalan apabila pemerintah desa 

membutuhkan arsip, perwakilan desa datang dengan surat pengantar kepala desa dan petugas 

bidang mencatat pada buku peminjaman. Ketika ada arsip yang tidak ditemukan, prosedur yang 

berjalan adalah melakukan pencarian terlebih dahulu. Apabila bekras belum ditemukan, 

dilakukan konfirmasi kepada pembimbing lapangan, kemudian dilakukan cross-check ke 

pemerintah desa untuk memastikan apakah dokumen memang belum diserahkan dan bila benar 

belum terkumpul maka berkas tersebut dilewati dari daftar kebutuhan saat itu. 

Output dan perubahan awal yang terlihat 

Output langsung dari kegiatan adalah terbentuknya kardus arsip yang berisi berkas 

terpilah, diberi label seragam, dan ditata pada rak yang disepakati. Perubahan awal yang 

tampak adalah munculnya pranata kerja sederhana berupa kebiasaan baru seperti berkas dipilah 

sebelum disimpan, kardus diberi identitas yang konsisten, dan penyimpanan diarahkan kembali 

ke area yang telah ditentukan. Dari sisi layanan, pencatatan peminjaman pada buku serta alur 

penanganan ketika arsip tidak ditemukan membentuk kontrol akses yang lebih jelas. Peran 

Kepala Bidang tampak sebagai pengarah praktik, sehingga koordinasi internal menjadi lebih 

terstruktur. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Magang Pengelolaan Arsip. 

Komponen Kondisi awal Aksi pendampingan Hasil Perubahan 

Ruang dan 

penyimpanan 

Rak ada namun belum 

tertata dan berdebu 

Penataan ulang area 

simpan dan pe-

ngelompokan berkas 

Area simpan lebih terarah, kardus 

diletakkan pada lokasi yang 

disepakati 

Penataan arsip 

Berkas menumpuk 

dan tercampur, 

penelusuran manual 

Pemilahan dan pe-

ngemasan ke kardus 

Berkas terkelompok dan terlindungi 

dalam kardus 

Identitas arsip 
Belum ada daftar arsip 

per boks 
Pelabelan format 

Identitas kardus lebih jelas dan 

seragam  

Layanan akses 

Peminjaman dicatat di 

buku dan pencarian 

manual 

Penguatan alur pe-

minjaman dan pe-

nelusuran 

Kontrol akses lebih jelas, ada 

prosedur bila arsip tidak ditemukan 
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Pembahasan  

Temuan memperlihatkan bahwa persoalan utama pengelolaan arsip di gudang bidang 

adalah ketidakteraturan penataan dan keterbatasan instrumen temu, sehingga proses pencarian 

masih bergantung pada penelusuran manual pada rak dan tumpukan berkas (lihat Gambar 3). 

Situasi ini selaras dengan gambaran masalah yang juga ditemukan pada studi Rupida, Gunade, 

dan Maryati, yakni penumpukan arsip yang tidak terorganisir serta minimnya 

pengkodean/penataan yang berakibat pada sulitnya penemuan kembali dokumen (Marlinda, 

2020).  

 Dalam perspektif kebijakan, praktik pendampingan merupakan bentuk implementasi 

awal tertib arsip untuk menjamin ketersediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

sebagaimana semangat penyelenggaraan kearsipan (Maryani et al., 2024). Namun, penggunaan 

istilah arsip statis untuk RKPDes tahun-tahun sebelumnya perlu diperjelas bila arsip tersebut 

masih disimpan dan dikelola oleh unit kerja artinya belum diserahkan ke lembaga kearsipan, 

maka secara konseptual lebih dekat pada arsip yang menuntut penataan, pengendalian, dan 

mekanisme temu kembali yang jelas (Mulyadi, 2023). 

Secara teoritik, rangkaian aksi teknis yang dilaksanakan mulai dari pemilahan berkas, 

pengemasan ke kardus, pelabelan, hingga penataan di lokasi simpan membentuk kontrol fisik 

dan kontrol intelektual atas arsip. Kontrol fisik meningkat karena berkas tidak lagi tercecer dan 

tertumpuk dan lebih terlindungi di dalam boks, sedangkan kontrol intelektual mulai terbentuk 

melalui label seragam yang memuat identitas minimum. Pada studi Ramanda (2015) 

ketidakrapian penyimpanan serta minimnya sistem pengkodean disebut berkaitan dengan 

kesulitan temu kembali (Ramanda, 2015). Selain itu, kontrol akses melalui mekanisme surat 

pengantar dan pencatatan peminjaman memperkuat aspek akuntabilitas layanan arsip. Temuan 

ini sejalan dengan kebutuhan layanan penggunaan arsip yang menuntut arsip dapat ditemukan 

dan dikelola dengan tertib (Prasetijowati et al., 2025).  

Di lapangan, penamaan boks yang digunakan masih belum mengikutin aturan. Format 

sudah membantu identifikasi dasar, tetapi belum dapat dipastikan mengikuti kode klasifikasi 

arsip Pemerintah Kabupaten karena belum menggunakan unsur kode klasifikasi berkas, serta 

belum didukung daftar arsip per boks. Dalam praktik kearsipan pemerintahan, pelabelan boks 

idealnya tidak hanya memuat nama berkas dan kurun waktu, tetapi juga kode klasifikasi, unit, 

kurun waktu, nomor boks dan/atau nomor berkas, serta lokasi simpan agar temu kembali lebih 

presisi dan konsisten lintas petugas. Kebutuhan penguatan standar dan keseragaman prosedur 

juga ditekankan dalam kebijakan nasional pengelolaan arsip dinamis (Kementerian PANRB, 

2020; ANRI, 2022). 
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Rekomendasi perbaikan yang direkomendasikan adalah menyusun daftar arsip per boks 

yang memuat minimal nomor boks, judul berkas, tahun, kecamatan, jumlah berkas, dan rak 

atau lokasi, menambahkan nomor boks dan kode lokasi seperti Rak A–Kolom 2–Tingkat 3 

pada label, serta mengonfirmasi dan menyesuaikan format label dengan kode klasifikasi arsip 

Pemkab melalui koordinasi dengan unit kearsipan atau Disperpusip. Ketiadaan SOP dan 

keterbatasan SDM serta pengaturan ruang simpan sebagai faktor penghambat juga sejalan 

dengan temuan pada studi Rupida et al. (2025). Ke depan, transformasi sosial yang ditargetkan 

dapat ditingkatkan dari kebiasaan teknis menjadi sistem kerja melalui pembentukan SOP 

singkat, daftar arsip per boks, dan penerapan kode klasifikasi resmi, sejalan dengan arah 

keseragaman tata kelola arsip dinamis di instansi pemerintah (Kementerian PANRB, 2020). 

 

4. KESIMPULAN  

Kegiatan praktik magang masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan perubahan awal 

dalam tata kelola arsip melalui pendampingan teknis yang meliputi pemilahan, pengemasan, 

pelabelan, dan penataan arsip secara terstruktur. Secara teoretis, praktik ini membentuk kontrol 

fisik dan kontrol intelektual atas arsip yang sebelumnya tersimpan tidak teratur, sehingga 

meningkatkan kemudahan temu kembali dan akuntabilitas layanan arsip. Namun demikian, 

beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait keselarasan dengan kode 

klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penyusunan instrumen daftar arsip per 

boks yang sistematis. Oleh karena itu, direkomendasikan agar mitra menyusun daftar arsip per 

boks yang memuat minimal nomor boks, judul berkas, tahun, kecamatan, jumlah berkas, dan 

lokasi rak, menambahkan nomor boks dan kode lokasi pada label kardus, mengonfirmasi dan 

menyesuaikan format pelabelan dengan kode klasifikasi resmi melalui koordinasi dengan unit 

kearsipan atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo, serta menyusun SOP sederhana pengelolaan 

dan layanan arsip agar kebiasaan teknis yang terbentuk dapat berkelanjutan menjadi sistem 

kerja yang terstandar dan mendukung transformasi sosial menuju pengelolaan arsip yang 

transparan, akuntabel, dan efisien. 
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